
PBRATURAN DABRAH

KABUPATEN HALMAHBRA TBNGAH

PROVmSl MALUKU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM KBPADA MASYARAKAT MlSKlN

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

BUPATI HALMAHBRA T^GAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keterifuah Pasal^-19-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan

Daerah tentang Bantuan Hukum untuk

Masyarakat Miskin;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
1 a j_i t r _ .1! ... .11 .1 1..
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menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan

Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3420;



« -
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3. Undang-Undang Nomor 46 T^un 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara.Kabupaten

Bum d^ Kabupat:^ K^u®• ?ffi ::
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara Republi-k

Indonesia Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten

Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur,

dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku

. "" .Utara. ' (tembaranr rNeg^a Republik Indonesia

. Tahun 2003 Noraor. 21, Taznb^^ . Lembaran

Negara Repubiit Ihdon^ia^4^^4)^""^ ' ^

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia

Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran NegararRepublikJndonesia

Nomor 5587); 'r. . .l

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

. _ : ..Pemerintahan.Daerah iCabupaten/Kotal (Lembaran

..nNegara ;Bep.v^3jik.iIndQnesiaiiTahui^
Tambahah 'Lembai'to Neg^^" "Republic

Nomor 4955);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

214, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4955);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun



2012 tentang .Rerub^an Atas/Petaturan .Menteri

Dalam"'I^egeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten HalmEihera Tengah

Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAW :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera

Tengah;

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ral^at Daerah Kabupaten Halmahera

Tengah;



5. Masyarakat adalah orangiperseorangan ateu sekelompok orang yang

memiliki idehtitas ;kepehdUdukaii' ^^gt11s®1'di Kabupaten

6. Masyarakat miskinadalah orang perseorangan atau sekelompok

orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang

dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan

Miskin dari Kepala Desa;

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau

sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan

secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional

beracara;

8,, Pemberi-bantuan hukum adalah lenibaga barituari hukum atau

organisasi .kemasyarakatanijyangjOTemj^i^^'jlay^^ bantuan

hukum yang telah memenuhi ketentii^ peninH^g-undangan;

9. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi

bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan

masyarakat miskin;

10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses

penyidikan, penuntutan dan peradilan;

11. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses

peradilan;

12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun

Oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, selanjutnya disingkat APBD, imtuk membiayai pelaksanaan

bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BABn

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dUaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;



b. persamaankedudukan dalamhukum;. . ..

c. keterbukaan;' '

-."fir-. ^ ^

e. efektivitas; dan

f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjatnin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan

kedudukan di dalam hukum;

b. menjaroin perlindungan terhadapiiak asasi manu^^^^

c.,,.menjaniin.„-.pemehuh^„ hi^,~I^n^^
memperoleh keadilan; , \

d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata

oleh seluruh masyarakat.

BABm

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang

sedang menghadapi masalah hukum;

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik

litigasi maupun nonlitigasi;

(3) Bantuan hukum sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,

membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan hiakum penerima bantuan hukum.



-- .BAB;IV
FENYELBNC^ARAAN

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk ihembantu penyelesaian

permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan

Hukum;

(2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum

diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dalam penyelen^araan ' 'bantuan^ "Hu^m; Bupati . menjalin
—. )ieijasama-~ den meinenuhi

ketentuan perundang-undangan;

(2) Keijasama sebagaimana demaksud pada ayat (1) berlaku untuk

paling lama untuk 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat

diperpanjang kembali;

Pasal 7

(1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum

yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan

bantuan hukum litigasi di daerah;

(2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat,

khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin

kerjasama dengan Perguruan Tinggi.



BAB V

. HAK DANKE^JIBAN .
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Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah tuntas atau telah

berkekuatan hukum tetap terhada perkaranya;

b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-Cuma;

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan

pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan

d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan

publik.

- i't--- --'-ri'J .17 • ' '• \.-.rrs ts jlIJ;; jli ' i""1

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib:

a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;

b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah

tentang permasalahan hukum yang dihadapinya;

c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:

a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;

b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat

dalam dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada

kode etik dan peraturan perundang-undangan.

c. Mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik

dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan

dengan tugasnya.

d. Mendapatkan perlindungan terhadap:



1) Kemungkinan pemeriksaan dan atau penyitaan terhadap dokumen

yang diperbleh^dari atau dimilikihya sehubungan dengan tugasnya

:: •menibbri bs^tuanl^^^ b^tuan hukum;

2) Kerahasiaan yang berhubungan dengan penerima bantuan hukum;

3) Keselamatan diri dan atau keluarganya karena melakukan

pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun

pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum

kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum

telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai/peraturan

jperund^g-und^gan:; \^ ^

Pasal 12

(1) Pemberi bantuan hukum wajib:

a. merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang

diperoleh dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan

lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-

prinsip pelayanan publik;

c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanan tugasnya

kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

(2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada

penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau

telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap

perkaranya.
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Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan

hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara

tertulis kepada pemberi bantuan hukum;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri

dengan:

a. fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah

dilegalisir;

- r: — / /b'.-Tcdftii;keluafg^^im§Iah alau^sUraf k^®^ngari"m^

•T htukum berdomosUi; dan

c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benamya tentang perkara

yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua

Tatacara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

(1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan

hukum;

(2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon

penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya;

(3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau

secara bersama-sama;

(4) Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis.

10



Pasal 15

. (1) Pemberi b^txian^hukUm da;pf^ meminta pemohon bantuan hukum

untuk -mefenglSp permohonannya, apabila berkas
perkara yang diajukan dinilai belum lengkap;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon

bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1);

(3) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimgina dimaksud pada ayat (2)

Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka pemohon

dapat ditolak;

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh

^- Lembaga Bantuto. Hukuiri kepaida Bupati deng^ !tembusan:kepada
T .^©j^RD^^ieiig^jneiicafl Masanipenol£ikaD.lli. :Un

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 16

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari keija Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban

kepada Pemohon.

Pasal 17

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari keija setelsih jawaban

pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

Pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan

Penerima bsintuan hukum tentang rencana keija pelaksanaan

pemberi bantuan hukum;

(2) Rencana keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

bentuk kesepakatan bersama;

11



(3) Pemberi b^tu^ hukum, hams memberikan perlakuan yang sama

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun

kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait

dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

VAAA

PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan

bantuan hukum bagi masyarakat miskin dibebankan kepada APBD.

Pasal 21

(1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati

dengan tembusan kepda DPRD;

12

belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 18

(1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya

pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;

(2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan 4 (empat) bulan sekali dan menjelang akhir masa keija

sama.

•f'" L-:7aby.;£^ Dar)Xu^ "



;;; (2) . Penrtohonan bantuaa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. .. rditu^gkan dal^ bentuk proposal yang dilampiri'permohonan dari
aarr;. prk.e7jp^n;-V8err^;. lar^Tv -

Pasal 22

(1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran;

(2) Biaya Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan hukum, dilakukan

melalui mekanisme hibah;

(3) Besamya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing

Pemberi bantuan .Hukum _adalah ' berdasarkan kemampuan

v;

(4) Besamya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dikurangi atau ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan

jumlah kasus yang ditangani dan disesuaikan kemampuan

keuangan Daerah.

Pasal 23

(1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna keuangan;

(2) Laporan pertanggungjawaban pengguna keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusan

kepada DPRD oleh Pemberi bantuan hukum pada tiap-tiap tahun

anggaran.

Pasal 24

Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak ada masyarakat miskin

yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi bantuan

hukum, maka dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus

13



: dikembalik^ ioleh Pemberi bantuan hukym dengan cara menyetprkan

^ Kas;Umum Daerah. - : ^

..-.V • -.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana diatur dalam Pasal 12

ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi

administrasi;

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran tertulis; dan

... , b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua

danay^g.tel^-diterimav - r- - • . - •

sanksi adrdinistrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi pidana sesuai

peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan Femoen

bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah;

(2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala

bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan

kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi

beban Pemberi bantuan hukum;

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kejahatan.

14
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BABX

KETENXaAN PENUTUP

Pasal 27
... VrJ;-. ..

Peraturan Bupau sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus

sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Halmal^ra Tengah.

bantus.^ cVfu:? •DitetaiJk^ di Weda
Pada tari^al 24 Desember 2014
BUPATIHALMAHERA: TENGAH;

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Ir. BAS] U AMAL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA

TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 6

15



7^ NOMOR 6 TAHUN 2014

TBNTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

1. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasai' Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa " Negara Indonesia

.adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui

. • _di^ meUndun^ hak: asasi rnanuisia :bagi setiap individu termasuk

Hukiim. Penyelenggaraan pemberian Bantuan

Hukum kepada warga negara,' khususnya warga miskin,

merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai

implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap

keadHan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum

I<e>/7ijn1ifij hfirfn-ro fhfi> 1mn\
'A / •

Hingga saat ini, di Kabupaten Halmahera Tengah belum ada

Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya

hak konstitusional warga negara terbut, sehingga dengan

dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk

Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah

untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang

Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang

miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan

belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin,

sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena

PBNJBLASAN

PBRATURAN DAERAH KABUPATBN HALMAHERA TBNGAH

16



terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-

' konstitusional mereka. Pegaturan mengehm pemberian

Misl^'.diam%Peratu^

baerah rni merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional

orang atau kelompok miskin di wilayah Kabupaten Halmahera

Tengah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,

meliputi; ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup,

penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata

cara pengajuan peimohonan dsin tata kerja, larangan, pendanaan,

sanksi, dan ketentuan penutup.

V,

IL?ai PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah

menempatkan hak dan kewajiban setiap orang

proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di

dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak

dan perlakuan yang sama di depan hukum serta

kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah

memberikan eikses kepada masyarakat untuk memperoleh

informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
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dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak

h ' secara konstitusional.

/'• -Uni.ujc .. -Viffsys-i'y»-'3z ivdsk 1*1 - ( if: rn - - "r.11

Yang dimaksud dengan " asas efisiensi" adalah

memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui

penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huriif e

Yang dimaksud dengan "asas efektifitas" adalah

menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan

Hukum secara tepat.

Huruff

Yang dimaksud dengan "asas akimtabilitas" adalah bahwa

- -setiap . kegiatan dan hasil" . akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

nnVi7r)
A «•

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) taiiun dipergunakan untuk me^akukan

evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan keija sama.

Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap

tahun.
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, Ayat 3 " .

Cukupielas

Agar penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat

miskin, bisa merata.

Pasal 8

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang

sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukupjelas

. - . . - - - , t' -

•- • ^"Gukilp j"e1i^

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Hurufc'
'.--.-i'l. vr- ''J: fl

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum

Pasal 11

Cukup jelas
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S5E^A^C--~J5v - Pasal i s

Pasal-12

Hliruf a . ' •

CUkup Jelas ' " :.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas

pemberi bantuan hukum.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

''Cukup jelas ...

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
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Pasal 23

;-;Gukup jelas

PaSailk2^^"Jelas

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 .

-•-Cukup jelas
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